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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa akan membawa konsekuensi 

terjadinya proses perubahan dan pembaharuan pranata yang ada, termasuk fungsi 

hukum dan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bangsa.
1
Indonesia adalah 

negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

itu dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaan 

hukum.
2
 Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Kenyataan sehari-hari, 

warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar 

hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.
3
 

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri 

dalamwaktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan 

aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya 

teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut 

merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia 

tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh 
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menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah 

keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain 

diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, 

dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti indonesia, 

kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang 

dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya 

berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, 

hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. 

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena  umum 

terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan 

ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu 

lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang 

mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan 

lalulintas. 

Data kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun 

menunjukkan bahwa pada tahun 2017, khusus di kawasan Polres Kota Cirebon, 

anak-anak di bawah usia yang menjadi pelaku pelanggaran lalu-lintas melonjak 

drastis. Data dari unit Laka Lantas Polres Kota Cirebon menunjukkan pada tahun 

2016 baru ada 40 kasus, akan tetapi pada tahun 2017 menjadi 80 kasus atau 

melonjak 100 persen, sedangkan untuk data di bulan Mei Tahun 2018 terdapat 25 
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kasus yang melibatkan anak-anak dibawah usia yang menjadi pelaku pelanggaran 

lalu-lintas.  

Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk 

melakukan aktifitasnya, tidak terkecuali anak dibawah umur yang belum memiliki 

SIM (Surat Izin Mengemudi) mengendarai kendaraan dijalan raya tanpa 

memikirkan resiko yang akan terjadi. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa kita 

melihat anak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, khususnya dikota-

kota besar, dikota-kota kecil maupun di kabupaten sekalipun, kendaraan sudah 

menjadi kebutuhan. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor 

pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak 

hukum dalam lalu lintas jalan. Namun sebagian besar Faktor kecelakaan lalu 

lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia). Beberapa 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila di antara 

pengguna jalan bisa berprilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta 

mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang 

utama harus diperhatikan. 

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 

undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin 

mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, 

yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai 
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penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM 

B II, SIM C, dan SIM D.
4
 

Pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam lalu-

lintas. Pelanggaran paling banyak terjadi adalah mengendarai kendaraan bermotor 

tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan 

suatu perilaku yang bersifat kurang bijaksana. Walau demikian kebanyakan 

pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan 

dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Dalam kenyataannya tidak sedikit 

pengemudi yang melakukan hal itu,khususnya anak-anak yang masih dibawah 

umur, sehingga dalam pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak sedikit yang 

menyebabkan kecelakaan. 

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan 

banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-

pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari 

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga 

dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah 

penggunaan alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti 

pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang 

baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak 

jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi 

manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan 

berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya 
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mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, 

pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan 

jalanraya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu 

lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan 

penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-

macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun 

kemerosotan materi.Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk 

mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. 

Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. 

Masalah masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu 

lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran 

lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak 

pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas 

batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. 

Disamping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg. 

Aparat  penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai 

pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi 

politik.  Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling 

(misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk 
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melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal 

perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).
5
 

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang 

dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal 

tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang 

melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya 

melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan 

sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan 

adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja 

dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme 

pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya acting out 

yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. 

Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian 

mengendarai kendaraannya secara liar. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan 

untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang 

menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan periodic 

reinforcement (penguatan periodik) atau partial reinforcement (penguatan 

sebagian). 

Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi 

imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan 

menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi 

kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap 
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dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada 

tempat-tempat tertentu  dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, 

maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal 

kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka 

pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia 

dapat melanggar ketentuan ketentuan tersebut. 

Penerapan periodic reinforcement, menimbulkan kesan pada pengemudi 

bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam 

mengemudikan kendaraannya, kalaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di 

jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ. Cara ini 

bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik.  

Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang biasanya 

bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara 

membahayakan. Cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil 

polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya 

dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk 

melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa 

manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan  fasilitas yang 

cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil. 

Dewasa ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu 

lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran 

mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian Polres 

Cirebon kota bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang 
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melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2018 di kota Cirebon. Terdapat 25 kasus 

pada rentang waktu dari Januari 2108 sampai dengan bulan Mei 2018. Menyikapi 

persoalan ini orangtua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita 

dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai 

kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga 

membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi 

apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena 

mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa 

jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan 

sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk 

memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindak nyata lainnya yang 

bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas 

terbanyak. 

Sebagai generasi muda, anak merupakan potensi dan penerus citacita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, 

mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Anak 

memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.
6
 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran 

strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak 
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atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan 

pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
7
 

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. 

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya 

yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta 

penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHPidana ). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak 

telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dasar filosofis dibuatnya Undang-Undang ini adalah 

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga 

harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama 
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pelindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara 

Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 

yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban 

untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak , yaitu 

dengan ditetapkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar 

filosofis dibuatnya Undang-Undang ini adalah bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan 

terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  bahwa anak sebagai tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran 

strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk 

perlakuan tidak  manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia;  bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
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No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

Kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan 

perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek 

pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi 

anak. 

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu 

senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis 

dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh 

faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, 

melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang 

dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara 

hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian 

karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat. 

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah 

atauaturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh 

dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun 

dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat 

tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu 

keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan 

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 

sifatnya eksternal. Dari pengertian dua kata di atas, secara umum dapat  diartikan 
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bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam 

mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan 

mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi 

hukum. Hal seperti ini menurut Achmad Ali kurang tepat, sebab bagaimana pun 

pertalian antara tujuan hukum  dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang 

sangat erat.Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu saja adalah 

tujuanhukum, sebab hanya telah ditetapkannya apa yang menjadi tujuan dari 

hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar 

dapat mencapai tujuannya.
8
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Kendaraan 

Bermotor yang Belum Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang 

No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah  perlindungan hukum pengguna kendaraan bermotor dibawah 

umur terhadap tindak pidana pelanggaran lalulintas? 

2. Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi 

pelanggaran lalulintas yang dilakukan anak dibawah umur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berorientasi dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk: 

                                                             
8
 Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum,(Jakarta : Grafindo persada, 1997), hlm. 55 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pengguna kendaraan 

bermotor dibawah umur terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas? 

b. Untuk mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dan menganalisis dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak di bawah umur 

2. Kegunaan Penelitian. 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untukmengembangkan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana. 

2) Memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang aturan berlalu lintas 

oleh anak. 

b. Kegunaan Praktis 

Menambah wawasan mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap 

banyaknya pelanggaran laluintas oleh anak dalam wilayah polres kota Cirebon. 

D. Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan langsung 

kepada subyek hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum. Baik yang bersifat 

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), dan baik 

juga secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum.  

2. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan danketertiban 

masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
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3. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

4.  Pelaku Dalam pelanggaran Lalu Lintas adalah orang yang melakukan 

perbuatan atau peristiwa dijalan yang tidak diduga dan disengaja yang 

melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan 

kerugian harta benda 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Negara Hukum 

Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. 

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk 

menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah 

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk 

warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa 

susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian 

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.  

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 

pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik 
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tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah 

sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu 

Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi 

warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin 

kebahagiaan hidup warga negaranya. 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, 

selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). 

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama 

(equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). 

Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, 

anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan 

anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi 

perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang  logis, misalnya 

karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu 

dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. 

Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini 

sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang 

hukumnya sudah maju sekalipun. 

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep  kesetaraan dihadapan hukum 

(equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan 

tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law). 
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Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam 

konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep 

kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty). 

Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas 

konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). 

Perkembangan , due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau 

prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang 

berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, 

memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela 

diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, 

menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan 

proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala 

berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-

hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau 

kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak 

untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak 

pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan 

yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan due process of law yang substansif adalah suatu persyaratan 

yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh 

berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, 

tidak logis dan sewenang-wenang. 
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2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
9
 

Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai 

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto 

dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
10

 

Menurut  Satjipto   Raharjo  penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, 

kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya 

penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat 

keadilan dan kebenaran,  penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para 

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas 

dari setiap orang.  Kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang 

bertanggung jawab. 

                                                             
9
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32 

10 Ibid hlm.33 
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Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.
11

 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah 

yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi 

tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi 

menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan 

hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 
12

 

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: 

 Proses penegakkan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. 

Penegakkan hukum dalam arti sempit hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

                                                             
11

Satjipto Rardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: SInar Baru, 1983), hlm.24 
12 Ibid, hlm.34 
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keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum 

itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah :
13

 

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian 

hukum merupakan suatu prosedur  yang telah ditentukan secara normatif. 

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar 

hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau 

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga 

peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan 

proses penyerasianantara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan 

untuk mencapai kedamaian. 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi  hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

                                                             
13

Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan 

Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 42 
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keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan 

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 

wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas 

yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah 

taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau 

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 
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mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang dilarang. 

3. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, 

menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara 

proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 

seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.  

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “justice”, kata 

dasarnya “jus”. Perkataan “jus” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah 

satu pengertian dari justice adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, 

kemudian berkembang arti dari kata justice sebagai “lawfulness” yaitu keabsahan 

menurut hukum.  

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan 

muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang 

diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. 

WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut: 

a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, 

putusan yang dianggap adil; 
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b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam 

mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian 

anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil. 

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama 

dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada 

umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak 

kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap 

orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang 

benar dan tidak berbuat sewenang-wenang.  

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. 

Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani 

kuno, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan. 

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut 

pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori 

keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut 

pandangannya masing-masing. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam 

Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila.  

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung 

nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan 

sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, 
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manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan 

negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.  

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku 

dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek 

materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang 

hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.  Makna keadilan sosial 

mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara 

Indonesia.  

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup 

sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, 

keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi. Apa yang dimaksud dengan ketiga 

komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;  

a. Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu; (1) memberikan kepada 

pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka 

terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (2) dalam hubungan 

manusia orang perorangan; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu 

yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, 

sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima. 

b. Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan 

masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan 

kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat. 
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c. Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan 

warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala 

kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut 

keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, 

baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa 

sama rata.  

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan 

lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar 

menukar dan keadilan dalam membagi. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap,kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.
14

 

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma 

hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku yang terdapat 

dalam  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum 

yang dilakukan juga didukung oleh data empiris.
15

 

                                                             
14

 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60. 
15

 Ronny Hanitijo Soemitro, 2007, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta,  Hlm. 15 



25 
 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

yuridis Sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang 

diteliti dari segi ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di 

dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau 

peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam 

masyarakat.
16

 

 3. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek 

penelitian.  

Data primer diperoleh dengan cara : 

1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap 

pejabat atau orang-orang yang ada kaitanya dengan obyek yang 

diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan 

dengan judul Tesis. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang  diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 

Adapun data sekunder terdiri dari :  

                                                             
16

 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ulmu-ilmu sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), hlm. 76 
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1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undang yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari : 

a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

b) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak; 

c) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

d) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan;  

f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan 

dan Pengemudi. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku referensi yang 

berkaitan dengan judul skripsi, artikel  atau jurnal hukum, laporan atau 

hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak 

maupun media elektronik.   

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan 

informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier 

lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan 

di bidang hukum, misalnya: biografi hukum, ensiklopedi hukum, 

kamus, direktori pengadilan, dan lain sebagainya.  
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4. Metode Pengumpulan Data  

a. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu 

mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan 

narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.  

b. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan 

yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan.  

 5. Analisis Data  

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum 

normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan 

data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). 

Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, 

pernyataan, dan dokumen.  Penelitian kualitatif dan analisa data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan memberikan gambaran secara 

menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulisan 

dibuat secara sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut:  
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BAB I Pendahuluan 

Bab I ini berisikan Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka konseptual, Kerangka 

Teoritis,  Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan/kajian Pustaka 

Bab II berisi teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah, antara lain 

Teori Perlindungan hukum, Definisi Anak, Tinjauan umum tentang 

Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, pejelasan 

tentang Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014, Surat Edaran Kapolri tentang 

Penghentian Penyidikan, dan Perlindungan dan Hak-hak anak dalam hukum 

Islam. 

BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan 

Berisi uraian jawaban terhadap permasalahan sebagaimana dalam perumusan 

masalah, yaitu Perlindungan hukum pengguna kendaraan bermotor dibawah 

umur terhadap tindak pidana lalu lintas, upaya dan peran aparat kepolisian 

dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah 

umur, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Lalu lintas yang 

dilakukan anak dibawah umur, bentuk dan data pelangaran lalu lintas.  

BAB IV PENUTUP 

Simpulan 

Saran 

 


